
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang 
Pcmbcnt ukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tah un 1950 Nomor 42); 

2. Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 201)4 Nomor 5, Tambahan lcmbara n Negara rcpublik 
l ndoncsia Nornor 4355); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah 
kcpemimpinan pemcrintahan, pembangunan dan 
pclayanan kepada masyarakat, Pasal 4 Peraturan 
Pcrnerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah 
sclaku Fcmegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Dae rah; 

b. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan 
Mcnteri Da larn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umurn Daerah, menyebutkan bahwa Sisa Lebih 
Pcrhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 
dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali 
atas pcrintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau 
scluruhnva ke Rekening Kas Umum Daerah dengan 
mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran 
Badan Lavanan Umum Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri 
Dalam Ncgeri Nomor 79 Tahun 2018 tenlang Badan 
Layanan Umum Daerah mcnycbutkan bahwa pcngelolaan 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Urnum 
Daeruh di.atur dengan Peraturan Bupati; 

d. ba hwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan 
scbagaimana dimaksud pada huruf a, h uruf b dan huruf c, 
perlu me 1ctapkan Peraturan Bupat.i ten tang Peraturan 
Bupati 1cntang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih 
Perhitung.an Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Kabupate n Pemalang; 

BUPA I PEMALANG, 

Dl~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA 
BADAN LAYANAN JMUM DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

BUPATI PEMALANG 
PRO\'INSI JAWA TENGAH 
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Dalam Pera tu ran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Bupati aclalah Bupati Pemalang. 
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Pernalang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURA1 BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
SISA LEBII-~ PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN 
LAYANAN L;l\1UM DAERAH KABUPATEN PEMALANG. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Re publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 ten1ang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penctapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 192,0; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) se oagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrinta.i Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Sadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 913) 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tcntang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermrnpm 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewena ngan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD aclalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkai TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusu nan APBD. 

7. Badan Layanan Um urn Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis, ciinas atau badan Daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada 
umumnva. 

8. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya 
disebut SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara 
realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD yang 
dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran selama 1 
(satu) tahun anggaran. 

9. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi 
kewajibai atau utang jangka pendek dengan aset 
lancarnya. 

10. Rencana Pengeluaran adalah rencana pengeluaran yang 
tcrcantum dalam anggaran kas SKPD yang disusun 
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
SKPD. 

11. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang 
BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

12. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam 
bentuk k as dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas 
dana lan car dalam periode anggaran bersangkutan yang 
tidak per.u dibayar kembali. 

13. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening 
kas yang mcngurangi ekuitas dana lancar dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembaya:·annya kembali oleh BLUD. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Ka bu paten Pemalang yang 
berkedudukan sebagai Bendahara Umum Daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah tahun anggaran n+ 1, 
dimana n adalah tahun anggaran SILPA. 

L 7. Rekcning Ka s Umum Daerah adalah rekening tempal 
penyirnpa.nan uang daerah yang ditentukan oleh kepala 
daerah untuk menampung seluruh Perierimaan Daerah 
dan me mbavar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 
yang d itetapkan. 

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, 
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(1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum 
secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 
bertangg.mg jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis 
yang se hat, untuk membantu pencapaian tujuan 
Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan 
berdasarxan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. 

(2) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan 
penyelenggaraan pelayanan um urn sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (1). 

(3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas 
pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat 
yang dihasilkan. 

(4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terdiri atas: 
a. pem1rnpm; 
b. pejabat keuangan; dan 
c. pejaba.t teknis. 

(5) Pemimpin BLUD betanggung jawab kepada Bupati. 
(6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab 

kepada p mimpin BLUD. 

Pasal 3 

( 1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan keuangan 
daerah. 

(2) BLUD rnerupakan bagian dari pengelolaan keuangan 
daerah. 

(3) BLUD me rupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 
dari Perneriritah Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
KEDUDUKAN BLUD DAN PENGELOLAAN SILPA BLUD 

yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja dan anggaran SKPD. 

19. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
yang dig unakan sebagai dasar penyusunan rancangan 
APBD. 

20. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah clokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 
(lima) tahunan. 
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( 1) Pernimpin BLUD menyampaikan Laporan Keuangan BLUD 
kepada Bupati Cq. PPKD Paling lambat 1 (satu) bulan 
setclah ta h un anggaran berakhir. 

(2) PPKD .ne nyampaikan laporan keuangan BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD. 

(3) TAPD melaksanakan penelaahan jumlah SILPA BLUD yang 
disetorkan ke rekening kas um um daerah 
mernpertimbangkan posisi likuiditas dan rencana 
pengeluaran BLUD. 

(4) Pertirnbangan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran 
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di antaranya: 
a. Pcraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

Berikutnya; 
b. Kewajiban jangka pendek BLUD pada laporan 

keuar.gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
c. Anggaran Kas BLUD pada pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran Berikutnya; 

Pasal5 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pelaksanaan Perintah Bupati untuk 

Menye1.orkan Sebagian atau Seluruh SILPA BLUD 
ke Rekening Kas Umum Daerah 

BAB III 
TATA CARA PENGELOLAAN SILPA BLUD 

(1) SILPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran 
berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan 
sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum 
Daerah c engan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan 
rencana pengeluaran BLUD. 

(2) Pemanfataan SILPA BLUD dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 
BLUD. 

(3) Pemanfa:aan SILPA BLUD dalam tahun anggaran 
berikutnva sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 
harus mclalu: mekanisme APBD. 

(4) Pcmanfa.aan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 
dalarn tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak 
dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 

(5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dan/ a tau belum 
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; 
dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 
akan mcnimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Pasal4 
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Pemanfaatan SILPA BLUD pada perubahan APBD tahun 
berikutnya, mengikuti tahapan dan ketentuan penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 
/\nggaran Berikutnya. 

Pasal 8 

( 1) Pemimpin BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra. 
(2) RBA sebagaimana pada ayat (1) diintegrasikan/ 

dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA 
SKPD. 

(3) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
raricangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 
Tahun Anggaran Berikutnya. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemanfaatan SILPA BLUD 

Pada Tahun Anggaran Berikutnya 

(1) Bupati memerintahkan jumlah SILPA BLUD yang 
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan 
Instruksi Bupati. 

(2) Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit berisi: 
a. jurnlah SILPA BLUD yang disetorkan ke Rekening Kas 

Umurn Daerah; 
b. nornor Rekening Kas Umum Daerah yang dituju untuk 

penye toran; dan 
c. batas waktu penyetoran SILPA BLUD ke Rekening Kas 

Umurn Daerah. 

Pasal6 

(5) Hasil pcnelaahan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disarnpaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan 
Rancangan Instruksi Bupati Tentang Penyetoran SILPA 
BLUD Kc Rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Format hasil penelaahan TAPD mengenai Jumlah SILPA 
BLUD vang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
sebagairnana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(7) Dalam hal pemimpin BLUD tidak menyampaikan laporan 
keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD menggunakan data realisasi anggaran BLUD dan 
Kewajiban BLUD menurut pencatatan PPKD. 
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( 1) Hasil per.claahan TAPD disampaikan kepada PPKD paling 
larnbat 14 (ernpat belas) hari kerja sejak RKA diterima 
PPKD dari Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4). 

Pasal 11 

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada TAPD untuk 
dilakukan penelaahan. 

(2) Penelaahan TAPD diantaranya mempertimbangkan: 
a. Perintah Bupati tentang Jumlah SILPA BLUD yang 

disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan 

b. Laporun Keuangan BLUD, sekurang-kurangnya berupa 
Lapor an Realisasi Anggaran dan Neraca. 

(3) TAPD dapat menerima sebagian atau seluruhnya jumlah 
permohonan penggunaan SILPA BLUD yang diajukan 
dalam RKA clan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Format Ha sil Penelaahan TAPD adalah sebagaimana 
tercanturn pada lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) TAPD me nyampaikan hasil penelaahan RKA beserta RBA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk 
dicanturr.kan dalam Rancangan Peraturan Bupati 
mengena. pergeseran anggaran. 

Pasal 10 

(1) Pemimpin BLUD menyampaikan Surat Permohonan ljin 
Penggun.aan SILPA BLUD mendahului perubahan APBD 
kepada Bupati dengan menyampaikan keadaan mendesak 
sebagairnana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(5). 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pemimpin 
BLUD atas Pernyataan Keadaan Mendesak yang 
disampaikan dengan format sebagaimana tercantum pada 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Berdasarkan ijin Bupati, pemimpin BLUD menyusun RBA 
dan RKA. SKPD. 

(4) Pemimpin BLUD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA 
sebagairr.ana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai 
bahan pe nyusunan pergeseran anggaran. 

Pasal9 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemanfaatan SILPA BLUD 

Dalam Kondisi Mendesak, Mendahului Perubahan APBD 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Kf:PALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 2 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
KEPALA DINAS TENAGA :KERJA, 

ttd 
cap 

MOH. SIDIK 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal, 15 Februari 2023 

(2) Dalam hal hasil penelaahan TAPD tidak diterima PPKD 
dalam 14 (ernpat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), TAPD dianggap menyetujui seluruh RKA dan 
RSA yang disampaikan BLUD dan ditindaklanjuti PPKD 
clengan mengajukan Rancangan Peraturan Bupati 
mengenai pergeseran anggaran. 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 
( 1) PPKD clan Perangkat daerah yang memiliki uraian tugas 

pernbinaan BLUD melaksanakan pembinaan terhadap 
pelaksar.aan Peraturan Bupati ini. 

(2) Dewan Pengawas BLUD dan Inspektorat Kabupaten 
Pemalang melaksanakan pengawasan atas kepatuhan 
pelaksar.aan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PENUTUP 
Pasal 13 

Peraturan :3upati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 15 Februari 2023 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 
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Sal do Penzeluaran Bul,~--f 1enerimaan 
Januari 

1------- -----------+---------+-------- 

~~r --- ------ ...1...._ ___._ ~ 

Rencana Anggaran Kas BLUD TA . 

III. Rencana Anggaran Kas 

Minimal Cash Rasia adalah 1 

2. Current Rasio 

II. Likuiditas BLUD 
Indikator likuiditas BL JD ..... 
1. Cash Rasio 

I. Informasi Keuangan BLUD 
Berdasarkan La po ran Keuangan BLUD . . . . . . . . per tanggal 31 

Desember 20xx adalah sebagai berikut: 
1. SILPA BLUD : Rp . 
2. Kas : Rp . 
3. Aset Lancar : Rp . 
4. Piutang : Rp . 
5. Hutang Lancar : Rp . 

Nama BLUD: . 

Hasil Penelaahan Jumlan Selisisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran ........ 

Yang Disetorkan Ke Rekening Kas Umum Daerah 

FORMAT HASIL PENELAAHAN TAPD MENGENAI JUMLAH SILPA BLUD 
YANG DISETORKl\N KE REKENING KAS UMUM DAERAH 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALA)JG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN ADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN 
PEMALANG 
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KTO, SH, MSi 
Tingkat I 

8 199203 1 006 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 

~-- NIP Jabatan Tandatangan +::-------- 

=T------f---------+-- 
No Nama 

----- 
--- 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pemalang, tanggal bulan dan Tahun . 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Jumlah SILPA BLUD ..... Tahun 
Anggaran yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
maksimal se besar Rp ( 
....................................................... Rupiah). 

IV. Hasil Penelaahan Jumlah SILPA BLUD Yang Disetor Ke Rekening Kas 
Umum Daerah 
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KTO, SH, MSi 
Tingkat I 

8 199203 1 006 

Salir.an sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPAT[, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 

Jabatan 
cap 
ttd 

Nama 
NIP 

Demikian surat pcrnyataan ini saya buat dengan penuh 
tanggungjawab. 

1. Kebenaran pernyataan rnendesak dan semua hal yang tercantum pada 
surat kami Nomor Tanggal Perihal Pernyataan 
mendesak tersebut telah sesuai ketentuan yang ditetapkan pada 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan 
Umum Daerah Kabupate.n Pemalang; dan 

2. Semua dampak yang diakibatkan dari tindak lanjut atas surat di atas 
serta tidak akan menyerakan pihak lain untuk bertanggungjawab. 

Say a bahwa menyatakan sebagai pemimpin BLUD 
bertanggungjawab mutlak atas: 

Saya yang bertandatangan Pada hari ini tanggal.. tahun , 
di bawah ini: 

.._~-~_P_a P+= ____, 
Jabatan Lt== 

Surat Perriyataan Tanggungjawab Mutlak 
Pernyataan Keadaan Mendesak 

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PEMIMPIN BLUD 
ATAS PERNYATAAN KEADAAN MENDESAK 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATl PEMALANG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN 
PEMALANG 
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Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat menerima permohonan 
pergeseran mendahului perubahan APBD .... yang diajukan oleh BLUD 

sebesar Rp. . .. .. .. .. .. .. .. .. . (..................... Rupiah) untuk 
ditindaklanjuti PPKD menjadi Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pergeseran APBD TA ...... 

IV. Hasil Penelaahan Perrr.ohonan Pergeseran 

Berdasarkan Surat pernimpin BLUD Nomor ....... 

Ill. Dasar 

: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 

1. SILPA BLUD 
2. Kas 
3. Aset Lancar 
4. Piutang 
5. Hutang Lancar 

II. Indikator likuiditas BLUD ..... 

-~~~~~~~~~~~~----+-~~-~~-! 
.man I'in Per eseran An aran 
aan Tan un Jawab Mutlak 
f ergeseran APBD 

Ada Dokumen No 
1. Surat Perrnoh: 
2. Surat Pernyat· 
3. RBA dan RKA 

I. Kelengkapan Dokumcn 

Nama BLUD: . 

Hasil Penelaahan Permohonan Pergeseran Mendahului Perubahan 
Anggaran Peridapatar. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran . 

pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

FORMAT HASIL PENE: AAHAN TAPD PERMOHONAN PERGESERAN 
MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN ...... PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

LEBIH PERHITUNGAN 
DAERAH KABUPATEN 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR '1. TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA 
ANGGARAN PADA BAD.'\.N LAYANAN UMUM 
PEMALANG 
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r:':': 
~"" ~Rl SUBYA TO, SH, MSi 

<, Pembina Tingkat I 
NIF ~ 021 199203 1 006 

Sa 1 i nan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 

1------------------------------------t--------+----------i 
>----+------------------------+--------+----------, 

No Nama NIP Jabatan Tandatangan 
>----+------ --------1-----------------t-------+-·---~~----; 

-~-----------------.----------------~------~·-----~ 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pemalang, tanggal bulan dan Tahun 

1. Agar pelaksanaannya patuh terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bebas dari tindakan Korupsi; 

2 . 

V. Catatan TAPD 
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